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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana cara memberantas 
tindak pidana perbankan di Indonesia dan 
bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana 
perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998.  Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. 
Pengawasan sebagai sarana dalam 
memberantas tindak pidana perbankan. 
pengawasan yang dilakukan terdiri dari 
pengawasan eksternal yang dilakukan oleh 
regulator dalam hal ini Bank Indonesia; 
pengawasan internal meliputi penerapan tata 
kelola perusahaan, prinsip know your employee 
dan kepatutan; pengawasan masyarakat yang 
dilakukan dengan menerapkan prinsip 
keterbukaan. Tindak pidana perbankan yang 
dilakukan oleh orang dalam sangat erat 
kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan 
dan administrasi oleh seorang atau beberapa 
orang, dan lemahnya pengawasan bank baik 
pengawasan yang dilakukan oleh pengawas 
internal maupun pengawas eksternal. 2. 
Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perbankan 
menurut undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perbankan yaitu Tindak Pidana 
yang berkaitan dengan perizinan, Tindak Pidana 
yang berkaitan dengan rahasia bank, Tindak 
Pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan 
pembinaan, Tindak Pidana yang berkaitan 
dengan usaha bank, dan tindak pidana yang 
berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang 
dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, 
pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank. 




A. LATAR BELAKANG 
Jumlah lembaga keuangan di Indonesia 
termasuk bank telah tumbuh dan menjamur 
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bahkan mulai menyebar sampai ke kecamatan 
atau pedesaan, namun persoalan yang timbul 
dalam mengelola dana masyarakat juga 
cenderung meningkat, baik menyangkut 
penatalaksanaan maupun lainnya muncul 
dengan berbagai dimensi.  Seiring dengan 
meningkatnya secara signifikan perubahan jenis 
perbankan, dikarenakan pesatnya kemajuan 
dan perkembangan dibidang teknologi dan 
informasi. Perbankan dewasa ini dihadapkan 
secara kompetitif dengan berbagai produk yang 
berorientasi kepada teknologi. Ruang dan 
waktu, nampaknya mengalihkan perhatian 
masyarakat untuk meninggalkan cara-cara yang 
konvensional. 
Kebijakan perbankan dalam menghimpun 
dana masyarakat maupun menyalurkannya 
untuk membiayai berbagai lini kegiatan tata 
kehidupan masyarakat perlu dikembangkan 
secara sehat. Langkah-langkah pemerintah 
untuk menyehatkan perekonomian termasuk 
mengembalikan kepercayaan masyarakat 
terhadap perkembangan nasional yang patut 
didukung. Salah satu upaya tersebut ditempuh 
dengan penegakan hukum pidana. Melalui 
instrumen pidana ini diharapkan dapat 
menangkal kejahatan perbankan nasional yang 
betujuan mengganggu kehidupan ekonomi dan 
sistem ekonomi bangsa.  
Tindak pidana di bidang perbankan yang 
bermunculan belakangan ini, baik Bank milik 
pemerintah seperti bank BNI. Bank BRI dan 
bank Mandiri maupun kasus bank swasta 
seperti bank Asiatic, bank global, kesemuanya 
itu merupakan bentuk penggerogotan 
perbankan nasional, tidak saja melibatkan 
internal pejabat bank yang bersangkutan tetapi 
juga pihak lain.3 
Kondisi objektif yang demikian itu, di satu 
sisi merupakan tantangan bagi peranan institusi 
perbankan yang sangat strategis dalam 
pembangunan nasional, agar dapat berfungsi 
efisien, sehat, wajar, sehingga mampu 
menghadapi persaingan yang semakin bersifat 
global. Dengan ini, diharapkan perbankan 
nasional mampu melindungi dana yang dititip 
masyarakat ke bidang yang produktif bagi 
pencapaian sasaran pembangunan 
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sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan dalam Penjelasan Umumnya.  
Bank sebagai lembaga penghimpun dan 
penyalur dana masyaraat, dalam menjalankan 
setiap usahanya, bank harus sesuai dengan 
peraturan perundang, sesuai dengan Arsitektur 
Perbankan Indonesia, sesuai dengan peraturan 
BI serta hal yang tidak kalah pentingnya adalah 
berkaitan dnegan kelengkapan dan kejelasan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
peraturan lainnya yang mengatur mengenai 
perbankan dan prinsip kehati-hatian bank. 
Namun sangat disayangkan, dalam 
kenyataannya, hal ini merupakan hal yang tidak 
mudah untuk dilaksanakan. Lebih konkret, 
sering kali salah satu pihak (pihak nasabah 
maupun pihak bank) melakukan perbuatan 
yang dapat merugikan pihak lainnya dengan 
cara-cara yang melawan hukum. Pelanggaran 
hukum ini dapat bersifat perdata, administratif, 
ataupun bersifat pidana.4 
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, 
maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: 
“Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan Di 
Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 Tentang Perbankan@. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana cara memberantas tindak pidana 
perbankan di Indonesia? 
2. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana 
perbankan menurut Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1998? 
 
C. METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian 
skripsi yaitu metode penelitian kepustakaan 
atau library research. Metode ini digunakan 
dengan jalan mempelajari bahan-bahan 
literatur atau buku-buku, peraturan perundang-
undangan, jurnal hukum. Dalam menunjang 
penelitian skripsi ini ada sumber-sumber 
penelitian hukum dapat berupa bahan hukum 
primer dan sekunder.  
 
PEMBAHASAN 
A. Pengawasan Bank Sebagai Sarana 
Memberantas Tindak Pidana Perbankan 
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Pengawasan bank terdiri dari tiga unsur 
pokok yaitu pengawasan eksternal yang 
dilakukan oleh regulator, pengawasan internal 
oleh manajemen dan pengawasan oleh  
masyarakat (market dicipline). Pengawasan 
eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia 
meliputi empat kewenangan yaitu power to 
regulate, power to lisence, power to control dan 
power to impose sanction.5 
Sedangkan pengawasan internal meliputi 
penerapan tata kelola perusahaan, prinsip 
know your employee dan kapatuhan. 
Pengawasan masyarakat dilakukan dengan 
menerapkan prinsip keterbukaan.  
 
1. Pengawasan Eksternal 
Integritas dan keefektifan proses 
pengawasan bergantung kepada kebebasan 
pengawas dari pengaruh pertimbangan politik. 
Disamping itu, dalam proses pengawasan 
hubungan antara pengawas dan bank harus 
didasarkan kepada adanya kerjasama yang baik. 
Hal utama dalam kerjasama tersebut adalah 
bank harus bersikap jujur dan terbuka. 
Kerjasama dan keterbukaan dapat mencegah 
aktivitas kejahatan berskala kecil yang dapat 
berkembang menjadi kerugian yang parah. 
Kerjasama dan keterbukaan yang dilakukan 
dengan baik akan menciptakan cost effective 
bagi bank dan pengawas dalam melakukan 
pekerjaannya.Tanpa adanya kerjasama antara 
bank dan pengawas untuk melakukan verifikasi 
seluruh fakta, maka proses pemeriksaan bank 
tidak akan pernah berakhir. Kualitas moral 
pengawas dan yang diawasi, sudah barang 
tentu harus baik pula.  
Pengawasan terhadap bank sangat penting 
mengingat for financial institutions, which 
depend so heavily on customer confidence, the 
importance of being honest is a life or death 
matter. Reporting minor fraud is surely 
preferable to breaking the billion dollar barrier 
(untuk lembaga keuangan, yang sangat 
bergantung pada kepercayaan konsumen, 
pentingnya bersikap jujur adalah hidup atau 
materi. Melaporkan penipuan kecil pasti lebih 
baik untuk memecahkan penghalang miliar 
dolar). Tujuan pengawasan Secara fundamental 
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tujuan dilakukannya pengawasan terhadap 
bank adalah: Berkaitan dengan pemeliharaan 
kepercayaan masyarakat terhadap integritas 
sistem perbankan dan individual bank. 
Kepercayaan tersebut penting karena sebagai 
sumber dana, tujuan dasar bank adalah 
memberikan jasa keuangan.6 
Pemeriksaan dapat memberikan masukan 
kepada pengawas tentang bentuk, tingkat 
keseriusan dan akibat dari suatu masalah bagi 
bank dan memberikan fakta dasar bagi langkah-
langkah perbaikan yang tepat, rekomendasi 
dan perintah. Dengan demikian, pemeriksaan 
memainkan peranan kunci dalam proses 
pengawasan itu sendiri.7  
 
2. Pengawasan Internal  
Berbagai masalah dapat timbul apabila 
regulator berfungsi sebagai garis terdepan 
dalam melawan kejahatan perbankan. Pertama, 
deposan memiliki insentif yang lebih besar 
dibandingkan regulator dalam mengawasi bank 
secara ketat karena uang miliknya yang 
dipertaruhkan. Para deposan akan melakukan 
pengawasan apabila biaya pengawasan 
tersebut lebih kecil dibandingkan dengan 
kerugian yang bakal mereka derita.8  
Kedua, pengawasan yang dilakukan oleh 
regulator menimbulkan biaya sosial. Karena 
jumlah bank yang tumbuh begitu pesat, 
sedangkan jumlah pengawas tidak bertambah 
secepat pertumbuhan bank, maka kualitas 
pengawasan menjadi rendah dan pengawasan 
hanya dipusatkan pada bank-bank yang diduga 
telah melakukan pelanggaran. Apabila suatu 
bank bermasalah disebabkan oleh self dealing, 
maka pada saat pengawas mulai memberikan 
perhatian ekstra terhadap bank tersebut, pada 
tahap itu kondisinya sudah sangat terlambat. 
Kejahatan orang dalam (insider) pada 
perbankan sangat sulit diawasi dan alat 
pengawasannya juga lebih lemah dibandingkan 
dengan yang dimiliki oleh perusahaan industri.9 
 
3. Pengawasan Masyarakat  
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Sudah waktunya untuk mengefektifkan 
pengawasan oleh masyarakat (market dicipline) 
yaitu dengan memperluas penerapan prinsip 
transparansi. Bukti yang tersedia 
mengungkapkan bahwa pasar memberikan 
peringatan dini yang sangat baik tentang 
adanya bank bermasalah. Ada beberapa study 
yang mendukung pandangan ini.10  
Ada 3 (tiga) ukuran dapat dipergunakan 
untuk menilai tingkat kesehatan bank oleh 
masyarakat yaitu:  pertama, apabila bank 
secara de facto (pada kenyataan atau fakta) 
tidak memiliki akses ke pasar antar bank, atau 
memiliki akses namun dengan tingkat bunga 
yang tinggi. Informasi ini secara normal tidak 
dipublikasikan, tetapi secara adil harus tersedia 
untuk masyarakat. Informasi mengenai suku 
bunga yang ditawarkan untuk deposito juga 
dapat dipergunakan sebagai ukuran.  
Kedua, perbedaan antara suku bunga 
deposito yang ditawarkan antara bank yang 
satu dengan bank yang lain. Suku bunga yang 
jauh lebih tinggi merupakan indikasi bahwa 
bank tersebut sedang kesulitan likuiditas.  
Ketiga adalah hadiah yang ditawarkan oleh 
suatu bank. Dengan tingkat kemampuan bank 
menyalurkan kredit yang rendah seperti saat ini 
(loan to deposit ratio), maka apabila ada bank 
yang menawarkan hadiah “wah” bagi deposan 
tentunyaperlu dipertanyakan.  
 
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Di Bidang 
Perbankan 
Tindak pidana perbankan menurut Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1998 tentang Perbankan meliputi tiga 
belas bentuk tindak pidana dengan unsur dan 
penerapannya yang berbeda satu dengan 
lainnya. Dari ketiga belas bentuk tindak pidana 
perbankan tersebut, pada dasarnya dapat 
dikelompokkan kembali menjadi 5 (lima) 
kelompok utama.  
Pada penulisan skripsi ini hanya akan 
dibahas mengenai 5 (lima) kelompok utama 
dari bentuk-bentuk tindak pidana dibidang 
perbankan, yaitu tindak pidana yang berkaitan 
dengan perizinan, tindak pidana yang berkaitan 
dengan rahasia bank, tindak pidana yang 
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berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, 
tindak pidana yang berkaitan dengan usaha 
bank, dan tindak pidana yang berkaitan dengan 
sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh 
pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi, 
dan pemegang saham bank. Berikut ini 
penjabaran 5 (lima) bentuk tindak pidana 
tersebut: 
1. Tindak pidana yang berkaitan dengan 
perizinan 
Pendirian sebuah bank tidak dapat dilakukan 
dengan sembarangan atau dengan perkataan 
lain dapat dikatakan bahwa untuk dapat 
mendirikan sebuah bank harus memenuhi 
syarat-syarat yang sudah ditentukan. Mengenai 
syarat pendirian sebuah bank ini diatur dengan 
tegas dan jelas dalam Pasal 16, Pasal 18, Pasal 
19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998.11 
Pasal 16 menyatakan bahwa: “Setiap pihak 
yang melakukan kegiatan menghimpun dana 
masyarakat dalam bentuk simpanan wajib 
terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai 
bank umum atau bank perkreditan rakyat dari 
pimpinan bank Indonesia, kecuali apabila 
kegiatan menghimpun dana dari masyarakat 
dimaksud diatur dengan undang-undang 
tersendiri.”12 
Untuk memperoleh izin usaha bank umum 
dan bank perkreditan rakyat sebagaimana yang 
dimaksud ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan 
sekurang-kurangnya tentang susunan 
organisasi dan kepengurusan, permodalan, 
kepemilikan, keahlian di bidang perbankan dan 
kelayakan rencana kerja. Persyaratan dan tata 
cara perizinan bank sebagaimana dimaksud 
dalam Ayat (2) ditetapkan oleh bank Indonesia. 
Pasal 18 menyebutkan bahwa ”Pembukaan 
kantor cabank bank umum hanya dapat 
dilakukan dengan izin pemimpin bank 
Indonesia”.13 Pembukaan kantor cabang, kantor 
perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di 
luar negeri dari bank umum hanya dapat 
dilakukan dengan izin pimpinan bank Indonesia. 
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Pembukaan kantor dibawah kantor cabang 
bank umum wajib dilaporkan terlebih dahulu 
kepada bank Indonesia. 
Persyaratan dan tata cara pembukaan 
kantor bank umum sebagaimana dimaksud 
dalam Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), ditetapkan 
oleh bank Indonesia. Pembukaan kantor cabang 
bank perkreditan rakyat hanya dapat dilakukan 
dengan izin pimpinan bank Indonesia. 
Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor 
bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud 
dalam Ayat (1) ditetapkan oleh bank Indonesia. 
 
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan 
rahasia bank 
Bank dikenal sebagai lembaga kepercayaan. 
Untuk menjaga kepercayaan tersebut 
diberlakukan ketentuan rahasia bank yang 
pelanggaran atasnya diancam dengan pidana 
penjara. Pasal 47 Ayat (1), diancam dengan 
pidana penjara minimal dua tahun dan 
maksimal empat tahun serta denda minimal Rp. 
10 miliar dan maksumal Rp. 200 miliar.14  
Unsurnya terdiri dari siapa, yang sengaja 
memaksa bank atau pihak terafiliasi, untuk 
membocorkan rahasia bank, tanpa membawa 
perinta atau izin dari pimpinan bank Indonesia. 
Subjek dari Pasal tersebut adalah setiap orang, 
yang mampu bertanggung jawab menurut 
undang-undang sedangkan unsur yang sengaja 
memaksa ini identik dengan unsur dengan 
sengaja. Menurut Smidt, wetboek Van 
Strafrecht (WvS) yang menjadi induk 
KUHPidana menganut paham bahwa setiap 
delik yang dikualifikasi sebagai kejahatan selalu 
diperlukan adanya kesengajaan, kecuali jika 
ditentukan dengan nyata lain (kealpaan).15 
Mengenai rahasia bank ini, menurut Pasal 1 
angka 28 Undang-Undang Perbankan adalah 
“segala sesuatu yang berhubungan dnegan 
keterangan mnegenai nasabah penyimpan dan 
simpanannya”.16 Rahasia bank tersebut 
menyangkut identitas diri nasabah dan 
simpanannya, seperti giro, deposito, sertifikat 
deposito atau tabungan. 
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3. Tindak pidana yang berkaitan dengan 
pengawasan dan pembinaan  bank 
Tindak pidana perbankan bentuk yang ketiga 
yang berkaitan dnegan pengawasan dan 
pembinaan bank diatur secara tegas dalam 
Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 yang menyatakan bahwa: “anggota 
dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank 
yang dengan sengaja tidak memberikan 
keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) 
dan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2), diancam 
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 
tahun dan paling lama 10 tahun serta denda 
sekurang-kurangnya R. 5 (lima) miliar dan 
paling banyak Rp. 100 miliar”.17 
 
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan 
usaha bank 
Tindak pidana perbankan bentuk yang 
keempat adalah tindak pidana yang berkaitan 
dengan usaha bank. Mengutip kembali 
pernyataan yang telah dikemukakan 
sebelumnya yang menyatakan bahwa jenis dan 
bentuk usaha yang dilakukan oleh bank akan 
sangat mempengaruhi dan mendorong 
pertumbuhan perekonomian suatu negara.18  
Bentuk usaha bank ini merupakan indikator 
yang akan sangat menentukan apakah 
perbankan akan menciptakan kesejahteraan 
atau tidak. Berkaitan dengan tindak pidana 
perbankan yang berkaitan dengan usaha bank 
ini diatur secara tegas dalam Pasal 49 Ayat (1) 
huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 49 
Ayat (2) huruf a dan b. 
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat 
bahwa yang diancam dengan pidana menurut 
ketentuan Pasal 49 Ayat (1) menyebutkan 
bahwa anggota dewan komisaris, direksi, atau 
pegawai bank yang dengan sengaja: 
a) Membuat atau menyebabkan adanya 
pencatatan palsu dalam pembukuan atau 
dalam laporan maupun dalam dokumen 
atau laporan kegiatan maupun dalam 
dokumen atau laporan kegiatan usaha, 
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laporan transaksi atau rekening suatu 
bank. 
b) Menghilangkan atau tidak memasukkan 
atau menyebabkan tidak dilakukannya 
pencatatan dalam pembukuan atau 
dalam laporan, maupun dalam dokumen 
atau laporan kegiatan usaha, laporan 
transaksi atau rekening suatu bank. 
c) Mengubah, mengaburkan, 
menyembunyikan, menghapus, atau 
menghilangkan adanya suatu pencatatan 
dalam pembukuan atau dalam laporan, 
maupun dalam dokumen atau laporan 
kegiatan usaha, laporan transaksi atau 
rekening suatu bank, atau dengan 
sengaja mengubah, mengaburkan, 
menghilangkan, menyembunyikan atau 
merusak catatan pembukuan tersebut, 
diancam dengan pidana penjara 
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun serta 
denda sekurang-kurangnya Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dan 
paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 
(dua ratus miliar).19 
 
5. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Sikap 
dan/atau Tindakan yang Dilakukan oleh 
Pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak 
Terafiliasi, dan Pemegang Saham Bank 
Sebagai pihak yang sangat memerlukan 
kepercayaan dalam menjalankan setiap 
usahanya, tepatnya pihak yang mengelola 
langsung dana yang diperoleh dari masyarakat, 
sudah seharusnya apabila bank dan para pihak 
yang terkait dengan bank, misalnya pengurus 
bank, pegawai bank, pihak lain yang terafiliasi 
dengan bank serta pemegang saham bank itu 
sendiri menjalankan setiap tugas dan 
kewajibannya dengan penuh tanggung jawab 
dan semua tindakannya harus didasari pada 
prinsip kehati-hatian serta dilakukan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.20 
Prinsip tanggung jawab dan prinsip kehati-
hatian ini pada dasarnya penting untuk 
dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan 
yang sudah dipercayakan masyarakat dan 
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untuk mencegah dilakukannya kecurangan-
kecurangan atau bahkan tindak pidana atau 
penyelewengan dana.  
Dalam rangka ini, pada dasarnya setiap 
pengurus bank, pegawai bank, pihak yang 
terafiliasi dengan bank dan para pemegang 
saham bank wajib menaati semua peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan semua 
ketentuan yang menyangkut prinsip kehati-
hatian bank serta ketentuan-ketentuan lain 
yang berkaitan dengan sikap dan perilaku 
pengurus bank, pegawai bank, pihak yang 
terafiliasi dnegan bank dan para pemegang 
saham bank itu sendiri. Dalam hal ini, terdapat 
banyak sekali ketentuan yang mengatur 
mengenai prinsip tanggung jawab dan prinsip 
kehati-hatian yang harus ditaati oleh pengurus, 
pegawai, pihak terafiliasi, dan pemegang saham 
bank. Meskipun demikian, hanya akan 
disinggung ketentuan yang berkaitan dnegan 
sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh 
pegawai bank, pengurus bank, pihak terafiliasi, 
dan pemegang saham. 
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perbankan yang menyebutkan 
bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam 
jenis tindak pidana yang berkaitan dengan sikap 
dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai 
bank, pengurus bank, pihak terafiliasi, dan 





1. Pengawasan sebagai sarana dalam 
memberantas tindak pidana perbankan. 
pengawasan yang dilakukan terdiri dari 
pengawasan eksternal yang dilakukan oleh 
regulator dalam hal ini Bank Indonesia; 
pengawasan internal meliputi penerapan 
tata kelola perusahaan, prinsip know your 
employee dan kepatutan; pengawasan 
masyarakat yang dilakukan dengan 
menerapkan prinsip keterbukaan. Tindak 
pidana perbankan yang dilakukan oleh orang 
dalam sangat erat kaitannya dengan 
dominasi terhadap kebijakan dan 
administrasi oleh seorang atau beberapa 
orang, dan lemahnya pengawasan bank baik 
pengawasan yang dilakukan oleh pengawas 
internal maupun pengawas eksternal. 
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perbankan 
menurut undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perbankan yaitu Tindak Pidana 
yang berkaitan dengan perizinan, Tindak 
Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, 
Tindak Pidana yang berkaitan dengan 
pengawasan dan pembinaan, Tindak Pidana 
yang berkaitan dengan usaha bank, dan 
tindak pidana yang berkaitan dengan sikap 
dan/atau tindakan yang dilakukan oleh 
pengurus bank, pegawai bank, pihak 
terafiliasi, dan pemegang saham bank. 
 
B. SARAN 
1. Diharapkan dengan meningkatkan 
pengawasan bank dapat dengan mudah 
dalam memberantas tindak pidana 
perbankan yang ada di Indonesia, dan para 
nasabah lebih merasa terjamin dengan dana 
yang disimpannya di bank tersebut. 
2. Dengan mengetahui bentu-bentuk tindak 
pidana perbankan, dapat membantu kita 
dalam mengetahui maupun mengatas akan 
permasalahan yang sedang ataupun nanti 
terjadi diwaktu mendatang mengenai 
ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan 
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